LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 3 TAHUN 1988 SERI D NO. 2

T ————T T T

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1
"SUKOHARIJO
NOMOR 12 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1l SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARIJO

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelengga-
. raan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna
dan berhasilguna khususnya yang menyangkut bidané pe -

rencanaan pembangunan daerah di Kabupaten "Daerah

Tignkat !I Sukoharjo perlu dibentuk Badan Perencanaan Pcm

bangunan-Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1I Sukoharjo;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undang - undang nomor 5
Tahun 1974 jis Keputusan Presiden Nomo 27 Tahun 1980,

Keputusan

—_ 1] —
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Mengingat

il

i palam Negeri Nomor 185 T'_hun

rour Kepala Daerah Tingkat I Jawa-r
&
007 pcrlu mc"lctapkal'l Pcmbn

Kcputusan Menter
dan Ins!ruksi Gube

Nomor 0061 17127/ 17

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pchn:a...
Pembangunan Dacrah Kabupatenl Daerah Tiﬂgka;
Sukoharjo dengen Peraturan Dacrab.

Undang - undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Po,
pokok Pemerintahan di Daerah ; !

3 Tahun 1950 tentang p
&

Undang - undang Nomor |
Kabupaten dalam lingg,
: 8

bentukan Daerah - dacrah

Propinsi Jawa Tengah ;

ublik Indonesia Nomor 27 T,
2

Keputusan Presiden Rep
1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pemp
an,

nan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahu
n |

tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wil
‘ 4R

Keputusan Menteri Dalarﬂ Negeri Nomor 185 Tahun |
un [!

tentang Pedeman Organisasi dan Tata Kerja Bédan P
. e

canaan Pembangunan Daerah Tingkat 1 dan Badan P
en

canaan P i
embangunan Daerah Tingkat 11 :

Keput i
| :;u usan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun I
entang P |
N dg endelegasian Wewenang Pengangkatan, Pcmm
an P
emberhentian Pegawa: Negeri Sipil dalam Lit

k
uigan Departemen Dalam Negeri ;

1. Keputusan —~
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% 7. Keputusan Gubernur Kepala Dacrah Tingkat 1 Jawa Tengah
Nomor 061. 1/95/ 1982 tentang Pola Organisasi Pemerintah
Daerah dan Wilayah Dacrah Tingkat II s¢ Jawa Tengah ;

! 3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
Nomor 061. /32/ 1981 tentang Pembentukan Dan Penen -
tuan Tipe Bappepa Tingkat II di Propinsi Dacrah Tingkat I

Jawaa Tengah ;

9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tignkat I Jawa Tengah

. Nomor 061.1 /127 1 1987 tentang penetapan Pembentukan,
] Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bzdan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah

Tingkat II se Jawa Tengah.

. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Dengan

Tingkat II Sukoharjo
| MEMUTUSKAN

]
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING -

- Menetapkan
i KAT II SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN,
1 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
i PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPA -

TEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARIJO

BAB I

2 KETENTUAN UMUM

Pasal |
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Dalam Peraturan D

a.

g.

s I

aerah ini yang dimaksud dengan

Pemerintah Dacrah adalah pemerintah  Kabupaten  Dagp,y
em
Tingkat 11 Sukoharjo ;

Bupati Kepala Dacrah adalah Bupati Kepala Daerah Tip, _

kat II Sukohlarjo;

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 1} Sukoharjo ;

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Dae _

rah Kabupaten Dacrah Tingkat II Sukoharjo ;
Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen / Non Depar -
temen yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Daerah

Tingkat II Sukoharjo;
Dinas dan Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Peme -
rintah Daerah adalah Dinas dan Satuan Orgnisasi yang

menyelenggarakan wewenang, tugas dan tanggung jawab Pe -

merintah Kabupaten Dacrah Tingkat Il Sukoharjo ;

Kecamatan - kecamatan dan badan - badan lain adalah Ke -
camatan - kecamatan dan badan - badan yang berada dalam

wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I{ Sukoharjo ;

Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat
Wilayah / Daerah Tingkat I1 Sukoharjo ;

Sekretaris Wilayah | Dacrah adalah Sekretaris Wilayah / Dae-
rah Tingkat II Sukoharjo. ;

BAB Il ——
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BAB 11
PEMBENTUKAN
Pasal 2

'Dengan Peraturan Dacrah ini dibentuk BAPPEDA.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

i Pasal 3
|
(1)
|
|

(2)

BAPPEDA adalah Badan Staf yang langsung berada di bawah dan

bertanggung jawab- kepada Bupati Kepala 'Da_e,rah.

BAPPEDA dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah dalam menen-

tukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di Daerah serta pe =

nilajan atas pelaksanaannya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Dagrah ini

BAPPEDA mempunyai fungsi :

a. menyusun Pola Dasar Pembéngunan Daerah yang terdiri dari Pola

an Daerah Jangka Panjang den Pola Umum

Umum Pembangun

PELITA Daecrah;

b. _menyusun REPELITA  Daerah;

c.  menyusun
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s 1O

tahunan sebagai pelaksanaan rene,
Pasal ini yang dibiayai ole}, D
a Pemerintah Dacerah Ting,, I
h Pusat untuk dimasukkap kc,

- program
da huruf @ dan b
g dinsulkan kepad
da Pemerinta

menyusun program
rencana tersebut pa
gendiri ataupun yan

pg diusulkan kepa

atau ya
nan Nasional ;

Jam program tahu
antara Dinas - dinas,

n koordinasi perencanaan di
h Daerah, Instansi -

dalam lingkungan Pemerinta
matan - kecamatan dan Badan -

melakuka

nisasi lain

tikal, Keca badan lain ;

endapatan dan Belanja Daerah ber
Sam,,

menyusun Rencana Anggaran P
gan Koordinasi Sekretaris W;
ris \vlla}’ah

sama dengan Bagian Kcuangan den
Daerah ;

melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk k
Cpen

tingan perencanaan pembangunan di Daerah;
embangan pelaksanaan rencana pembap
g

mengikuti persiapan dan perk
an di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
]

memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;
?

melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan—sesuai deng
an pe

tunjuk Bupati Kepala Daerah.

BAB 1V ; -
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BAB 1V
ORGANISASI
Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari

a. Ketua;

b. Sekretariat ;

c. Bidang Pendataan dan Laporan ;
d. Bidang Ekonomi ;

Bidang Sosial Budaya ;

o

f. Bidang Fisik dan Prasarana.

(2) Sckretariat terdiri dari 3 ( tiga ) Urusan dan masing - masing Bi -

dang terdiri dari 4 ( empat ) Seksi.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing - masing
Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawzh
dan bertanggung jawab kepada Ketua _ BAPPEDA.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7
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Sekretariat mempuny
ada scluruh Satuan Organis

kep

Untuk menyelengg

wins 8 o

Pasal 7

ai tugas memberikan pelayanan teknis dap ad
My
asi dalam lingkuigan BAPPEDA, '

Pasal 8

arakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Da
:ra:

Sckretariat mempunyai fungsi

a.
b.

C.

(1)

(2)

(1)

——

menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA ;

melakukan urusan keuangan ,

melakukan urusan umum ;

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari
a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan ;

b. Urusan Keuangan ;

¢. Urusun Umum.

Masing - masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pas

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bert:

~ gung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas memper
kan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelakst

dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

(2) Urusan —ro
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(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kevangan.
(3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan wrusan surat - menyural,

- -
Liwaisdo
i

urusan kepegawaian, urusan rumahb tangga dan urusan perlengka

Bagian Ketiga
Bidang Pendataan dan Laporan

Pasal 11

Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai tugas menghimpun data, elaku -

kan analisa dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan  di

Dacrah serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi.

Pasal 12

Untuk menyclenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini,

Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai fungsi :

a.  Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan  program / proyek

pembangunan

b.  melakukan analisa dan penilaian mengenai pelaksanaan pembangunaa ;

menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah dan lapor-

an Bupati Kepala Daerah ;

d.  melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelak -

sanaan pembangunan di Dacrab.

Pasal 13
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(1)

- (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

R |

Pasal 13

iri dari
pidang Pendataan dan Laporan terd

a. Scksi Pengumpulan Data s
b, Scksi Analisa dan Penilaian ;

c. Scksi Pelaporan ; :
d. Seksi Statistik dan Dokumentast.

Scksi - scksi  scbagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal jp &

masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawap &y

tanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Laporay,

Pasal 14

Scksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dap .

persiapkan data mengenai pelaksanaan program Pembangunay,

Scksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas mempersiapkan pg;

bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam p,

analisa dan penclitian.

Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasi
laksanaan pembangunan dan mempersiapkan Japoran Bupati |

pala Daerah,

Seksi Statistik dan Dokumensi mempunyai trgas menyusun |
tistik dan melakukan dokumentasi mengenai hasil - hasil pel

sanaan pembangunan.

Bagian PR
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Bagian Keempat
Bidang FEkonomi

asal 15

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiat -

an perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi,

perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.

Pasal 16

Untuk menyclenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Dacrah ini,

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi

a.

melakukan legictan perencanaan Pembangunan pertanian, industri, per -
tambangan dan energl, perdagangan dan koperasi serta pengembangan

dunia usaha ;

mengkoordinasikan. dan memadukan rencana pembangunan pertanias,

industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pe -

ngembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas— dinas Daerah,
Satuan - Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah,

Instansi - instansi Vertikal, Kecamatan - kecamatan dan Badan -

badan lain;

melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merg -

muskan langkah - langkah kebijaksanaan pemecahannya ;

d. melakukan
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an pcnyusunan program laf-,.‘

industri, pertambang,,
q

ngan dunia B
energi, perdagangan d e Usahy G

sanakan REPELITA Dacrah  atau proyck-pn}.
nsi Dacrah Tingkat | j"
4

d, melakukan dan atau mengkoordinasik

di bidang ckonomi yang meliputi pertanian,
an koperasi serta penge

lam rangka melsk

yang diusulkan kepada

ah untuk dimasukkan ke dalam P ‘
ah Pusat untuk dimasukkap }, )

Pemerintah Propi
rogram Dacrah Tingkat | :

Teng |
atau yang diusulkan kepada Pemerint

lam program tahunan nasional.

Pasal 17

(1) Bidang Ekonomi terdiri dari

a. Seksi Pertanian ;
b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi ;

c. Seksi Perdagangan dan Koperasi;

d. Scksi Pengembangan Dunia Usaha.

(:'5) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud ayat (-l ) Pasal ini, masige.
masing dipimpin oleh seorang Kepala yang terada di bawah gy

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 18

(1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunz
rencana dan program pembangunan pertanian tanamam pangan, pe-

ternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.

( 2 ) Seksi —0 ——
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(2) Scksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas memper -
siapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan indus-

tri serta pertambangan dan energi,

( 3 ) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan
bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan

dan perkoperasian.

(4 ) Seksi Pengemtangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan
bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pc -
ngembangan dunia usaha, pembinaan golongan ckonomi lemzh

dan penanaman modal.

Bagian Kelima
Bidang Sosial Budaya
Pasal 19
Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan ke

giatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pe -

merintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan dokumentasi serta ke -

pendudukan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini,

Bidang Sosial Budays mempunyai fungsi :

a. melakukan
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mbangunan pendidikan, mentg) -,

melakukan kegiatan perencanaan pe
n rakyat, penerangan dan komunk

ritual, pemerintahan, kesejahteraa

serta kependudukan ;

madukan rencana pembangunan dj bide

mcnnkoordinasikan dan me
kescjahtcraan rakyat, e

pendidikan, mental spiritual, pemerintahan,

rangan dan komunikasi serta kependudukan yancr disusun oleh Dlna

dinas Dacrah, Satuan - satuan Organisasi lain dalam lingkungan Peme

rintah Daerah, Instaasi - instansi Vertikal, Kecamatan - kecamatay 4

Badan - badan laia ;

melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya serty S

rumuskan langkah - langkah kebijaksanaan pemecahunaya ;

melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahung,
di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikar, mental spiritual, pe -
merintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta. ke.
pendudukan dalam pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek- proyek
yang diusulkan kepada Pemerintah‘ Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te-
ngah untuk dimasukkan ke dalam program Daerah_Tingkat I dan ata

yang diusulkan kepada Pemerintzh Pusat untuk dimasukkan ke dalan

program tahunan nasional

Pasal 21 -
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1)

(3]
N

3)

08

Pasal 2]

Pidang Sosial Budaya terdiri dari

a. Scksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan :
b. Seksi Kescjahteraan Rakyat ;
. Scksi Pencrangan dan Komunikasi ;

d. seksi Kependudukan,

Seksi — seks: - sebagaimina dimaksud ayat ( 1 ) Pacal ini, masing -
masing dipimpfff‘aoml scorang Kepaia yang berada di bawah dan ber-
tanggung jawab kepa'da Kepala Bidang Sosial Budaya.

\*l 22

Pasa

Seksi Pendidikan, Mental Spiritual (130 Pemerintahan mempunyai tu -
gas mempersiapkan bahan penyusunan r.,*0¢ana dan program pemba -
ngunan pendidikan, generasi muda, kebuday.8n, agama, hukum dan

pemerintahan.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapka® bahan
penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan sosial, p.&—

rumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana.

Scksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan

bahan penyusunan rencana dan program pembangunan penerangan,

pers, dan komunikasi sosial.

(4) Seksi
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Seksi chcndudukan mempunyai tugas mempersiapkan b&han
program pembangunan ketenagaan,

(4)
t e
‘s, |

sunan rencana dan
&

dan kependudukan.

Bagian Keenam
Bidang Fisik dan Prasarana
Pasal 23

k dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengk%rd;n
' 3

Bidang Fisi
Perhubungan da, P

sikan kegiatan perencanaan pembangunan pengtiran,

wisata, tata ruang dan fata guna tanah serta sumber alam dan lingkyy,
&

hidup.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23 Peraturan Daergh ;

.

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi

a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubug

dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam (

lingkungan hidup ;

b.  mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pang
perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta s
b;r alam dan lingkuﬁgan hidup yang disusun oleh Dinas - dinas Dat
Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instét

instansi i i
nstansi Vertikal, Kecamatan - kecamatan dan Badan - badan lain;

c. melakukan —m8
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melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana ser-

ta merumuskan langkah - langkah kebijaksanaan pemecahannya ;

d. mclakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan
di bidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, Perhubungan
dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan
lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah dan
atau proyek - proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Dac -
rah Tingkat 1 Jawa Tengah untuk dimasukkan ke dalam program Dac -
rabh Tingkat I dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dima-

sukkan ke dalam program tahunan nasional.
Pasal 25 .

(1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari

a. Seksi pengairan ;
b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata ;

c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
.d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

(2)  Secksi- scksi scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing -

masing dipimpin oleh seorang ch.a]a yang berada di bawah dan ber-

tanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 26
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(1)

(2)

(3)-

(4)

R o

Pasal 26

punyai tugas mempersiapkan  bahan Peng,,

Geksi Pengairan mcm
embangunan pengairan.

rencana dan program P
sata mempunyai tugas memp.. .
p'r'&:a.

¥

Seksi Perhubungan dan Pariwi

bahan penyusunan rencana dan
, laut, udara, pos dan te'ekom""ﬂia.-;i

program pembangunan Prasarz,,
ug .

Jan, perhubungan darat “
k

pariwisata.
Seksi Taia Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas -

-
siapkan bahan penyu

ang dan tata guna tanah.

sunan rencana dan program pengaturan ta,
L

Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas p,,
rencana dan program  pemapf,

persiapkan bahan penyusunan
meliharaan ]mnkunoa-x hndup yang Serasi

sumber alam dan pe
"BAB V
TATA KERJA

Pasal ‘ 27

Ketua BAPPEDA dalam mc]aksanakan tugasnya berdasarkan kebijakas

yang ditetapkan oleh  Bupati Kepala Daerah.

Pasal 28 "
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Pasal 28

Untuk melaksanakan tugasnya Ketua, Sckretaris, para Kepala Bidang, par
Kepala Urusan dan para Kepala Scksi pada BAPPEDA wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal
baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain se -

suai dengan tugas pokok masing - masing.

Pasal 29

(1) Sectiap pimpinan Satuan Oganisasi dalam lingkungan BAPPEDA ber -
tanggung jawab memimpin dan mcngkoordinasika;z bawahannya
masing — masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk - petunjuk

bagi pelaksanaan tugas bawahannya,

( 2) Sctiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan ber-
tanggung jawab kepada atasan masing-inasing dan menyampaikan

laporaa berkala pada waktunya.

(3) Setiap laporac yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari
bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai baban penyusunan

lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk - petunjuk kepada

bawahann_ya.
Pasal 30

(1) Dalam mempersiapkan rencana program dan penganggaran pemba -
ngunan di Daerah, BAPPEDA wajib melaksanakan dan memelihara

hubungan- kerja secara Kkonsultatif dengan Instansi - instansi di -
Propinsi

Daerah
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(2)

Dala

jib mengusahakan keterpadua

m melaksanakan kegiatan P

o 30—

Jawa Tengah dan hubungan kerja seca, |
< Kooy,

Dacrah Tingkat I
daerah.

tif dengan Inslansi—instansi di
BAPPEDA bersama - $ama [astansi Vertikal wajib memeliar,

pembangunat di Daerah secara terp,
4,

ngembangkan rencana

Pasal 31
erencanaan di Daerah, BAPPED,
¥

n antara rencana Nasional dan [,
aerst

serta rencana antar Daerah.

(1)

(2)

(1)

Pasal 32

Hubungan kerja sama BAPPEDA dengan BAPPENAS bersifat
0

sultatif fungsional melalui BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat |
_ _ g :

wia Tengah.

Hubungan kerja sama BAPPEDA dengan BAPPEDA Propinsi D
& 28

rah Tingkat I Jawa Tengah bersifat konsultatif fungsional

Pasal 33

Dalam rangka penyusunan Rercana Anggaran ,Beddapatan dan B:
Janja Daerah, BAPPEDA menyusun dan mengkoordinasikan Ren

Anggar
ggaran Program Pembangunan Daerah serta mempersiapkan

tang plafond anggaran masing - masing program.

(2) Penyusunan i

A
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(2) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerzh
t:hun yang bersangkutan secara kescluruhan dikoordinasikan d=ngan

Sekretaris Wilayah / Daerah ;

Pasal 34

Bagan Susunan Oganisasi BAPPEDA adalah sebagaimana tercantum da-

Jampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturao

lam
Daerah ini.
BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

(1) Ketua BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.

(2) Sekretaris dan bara Kepala Bidang pada BAPPEDA diangkat dan di-
berkentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

atas usul Bupati Kepala Daerah.

(3) Pejzbat - pejabat / regawai lainnya dilingkungan BAPPEDA diangkat-
dan diberhentikan oleh Bup.ti Kepala Daerah.

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian

sesuai dengan Peraturan Perundang - udangan yang berlaku.

BAB IV
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BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37
(1) Scgala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugag BAPL
dibebankan pada Anggaran Dacrah.

Dengan tidak mengurangi keleninan tersebut pada ayat (1) .
ini, kepada BAPPED& dapat diberikan bantuan sesuai dengap, Pe,
turan Perundang - undangan yang berlaku.

(2)

BAB Wiil
KETENTUAN LAIN

Pasal 38
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diaty, Jeh

lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya,
BAB 1IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39
BAPPEDA yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah inj ¢

nyatakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Kepala [
erah Tingkat II Sukoharjo Nomor 188.4.061 /1 /109 tanggal 20 Nopembe
1981 tentang Pembcntul\can Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Peret
canaan Pembangunan' Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo diny
takan tidak berlaku.

Scanned with CamScanner



- 33 —

BAB X
PENUTUP

Pasal 4]

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya, memerin -
tahkan pengundangan Pcraturan- Daerah ini dengan pencm —
patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Sukoharjo.

Sukoharja, 28 Desember 1987

EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1l
T SUEOHARIO SUKOHARIJO

KETUA
ttd. ttd
DIJOKO WALUJO, BA Drs. SUFRAPTOQ

Disahkan ________
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pDISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Dacrah Tingkat I
Jawa Tengah

12 April 1988 No. 188. 3/ 78 ] 1988

Tanggal :
ah/Daerah Tingkat 1

Sekretaris Wilay |
B / Kepala Biro Hukum,

ttd.

(R. ABDOEL MOECHNI, SH. )
NIP. 500037 588

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
No. 3 Tahun 1988 Seri D Nomor 2
Tanggal 2 Juni 1988
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

( Drs. SOETJIPTO )
NIP. '500 031 518

Lampiran _ -
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BAGAN SUSUNAN ORGANISAS! BADAN PERENCANAAN Lampiran : Perature .
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING - ' ;;:;“;‘"T.Df'f“”";;‘;1’;;;2
» , ah Tingka
KAT II SUKOHARJO Nomor : 12 Tahun 1987.
KETU A
SEKRETARIAT
SCISNY e e
l I
URUSAN PENYUSUNAN URUSAN URUSAN
RENCANA KEGIATAN KEUANGAN UMUM
5 l | |
BIDANG PENDATAAN BIDANG BID/.NG BIDANG
DAN LAPORAN EKONO MI SOSIAL BUDAYA FISIK DAN PRASARANA

SEKSI
PENGUMPULAN DATA

SEKSI ANALISA DAN
PENILAIAN

SEKSI
PELAPORAN

S

SEKSI STATISTIK
DAN DOKUMENTAS]

SEKSI
PERTANIAN

SEKSI INDUSTRI PERTAM -
BANGAN & LNZRGI

SEE.SI PERDAGANGAN
DAN KOPERASI

-

SEXSI PENGEMBANGAN
DUN!A 'USAHA

KA;)EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
UPATEN DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO

DJOKO WALUJO, BA

KETUA
ttd.

SPIRITUAL PEMLRINTAH

| |SEXSI PENDIDIKAN MENTAL

|| SEKSI KESEJAHTERAAN
RAKYAT

= SEKSI PENERANCAN
DAN KOMUNIKASL

L SEKSI

KLPENDUDUKAN

SEKSI
P ENGAIRAN

SEKS! PERHUBUNGAN
DAN PARIWISATA

SEKSI TATA RUANG &
TATA GUNA ‘TANAH

SEKSI SUMBER ALAM
& LINGKUNGAN HIDUP

BUPATlI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARIJO
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